
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Repu blik Indonesia Tahu n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
[Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpubli.k Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kata Kendari; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tah un 2021 ten tang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintab Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan hu ruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peroberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kata Kendari; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KOTA KENDARI 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR i% TAHUN 2022 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

WALIKOTA KEN DARI 

• 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraklur 
dengan Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagirnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Ilukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor I 57); 

8. Peraturan Menteri Menteri Pernberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduugan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1237); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor l 7 Tahun 202 l tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik lndonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Dirokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 
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Perangkat Daerah Kota Kendari yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwadahi dalaru 
bentuk dinas. 

Pasal 2 

Baglan Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BABU 
BENTUX, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnernimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalab Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari, 
5. Dinas Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daearah yang selanjutnya diaingkar UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang ten:entu. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pclayanan fungsional yang bcrdasarkan 
pada keahlian dan keterarnpilan tertentu. 

9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fttngsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suacu satuan kerja. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARI 

Menetapkan 

I 1. Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari [Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 11 Tahun 2020 rentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 



Dalarn melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6, Dines 
Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Iungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender, 

perlindungan ha.k perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, 
dan partisipasi masyarakat; 

b. penetapan sistem data gender dan anak; 

Pasal 7 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas rnernbantu 
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

Pasal 6 

(J) Dinas Pemberdayaan Pcrcmpuan dan Perlindungan Anak merupakan 
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan daerah. 

(2) Din as Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak dipimpin oleh 
kepala Din as yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

BagJan Kesatu 
Kedudukan Organisa.si 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan 
atas Tipe A. 

(2) Penentuan tipe Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran 
intensitas penyelenggaraan u.rusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 
Pcrcmpuan dan Perlindungan Anak. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlalru. 

Pasal 4 

Bagi.an Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perilndungan Anak Kota 
Kendari. 

Pasal 3 

Baglan Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

- 4 - 



(I) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, 
menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan 
keuangan., perlengkapan, rumah tangga, perneliharaan kantcr, 
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala D.inas. 

Baglan Kedua 
Bagian Sekretariat 

Pasal 10 

Kepala Dinas bertugas rnemimpin, mcngkoordinasikan, mengevaluasi dan 
membina bawahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Pasal 9 

Ba.gfan Ke15atu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisaai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, terd.irl dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pelernbagaan Pengarusutaamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan; 
d. Bidang Pengembangan Data dan lnformasi Gender dan Anak; 
e. Bidang Pelembagaan Pernenuhan Hak Anak; 
f. Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada 1ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasl 

c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 
kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, 
tumbuh kembang anak, dan partisipasi mesyarakac; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi lingkup Dinas; 

e. pengawasan ataa pelaksanaan tugas lingkup Dinas; dan 
f. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Wali.kota sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas, 
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Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), 
Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perernpuan menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pernberdayaan perernpuan di bidang ekonorni, sosial, polirik hukum dan 
kualitas keluarga; 

Pasal 15 

(1) Bidang Pclcmbagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan, 
monitoring, evaluasi dan mengendalikan program teknis pelembagaan 
Penga.rusutamaan Gender <fan pemberdayaan perempuan. 

(2) Bidang Pelembagaan Pengarusutarnaan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Din as. 

Pasal 14 

Bagian Ket.iga 
Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan 

(1) Sub Bagian Umurn dan Kcpegawaian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a, bertugas melaksanakan pengelolaan surat rneuyurat, 
kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, dan rnelaksanakan 
urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris 

Pasal 13 

Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian; dan 
b. Kelornpok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran; 
b. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; 
c. pelayaan administrasi kepegawaian; 
d. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, 

ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan; 
e. penyelenggaraan kehumasan dan layanan informatika; 
f. penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah; 
g. pcnyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur; 
h. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan; 
i. pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan; dan 
J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I), 
Kepala Bldang Pengernbangan Data dan lnfonnasi Gender dan Anak 
menyelenggarakan Iungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender dan anak; 

Pasal 18 

(1) Bidang Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak bertugas 
melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan mengendal.ikan 
program teknis pengembangan, penyajian data dan informasi gender dan 
anak. 

(2) Bidang Pengembangan Data dan lnformasi Gender dan Anak dlpimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 17 

Bagian Keempat 
Bidang Pengemba.ngan Data dan Informasi Gender don Anak 

Susunan Organisasi Bidang Pelernbagaan Pengarusutamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalaru Pasal 14, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas kcluarga; 

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 
gender dan pernbordayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 
hukum dan kualitas keluarga; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebiiakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender d.an pemberdayaan perernpuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang 
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

f. penyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukurn dan kualitas 
kelua.rga; 

g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 
h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

pcrcmpuan, 
i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyeclia layanan 

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan 
hak anak; 

j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga: dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

mformasi dan partisipasi. pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya; 

b, penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak 
terkait hak sipil, inforrnasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 

c. penyiapan perurnusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak 
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 
budaya; 

d. penyiapan koordinasi dan einkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan 
hak anak terkait bak sipil, informasi dan pardstpasi, pengasuhan, keluarga 

Pasal 21 

(I) Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanak:an 
koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan mengendalikan program 
teknis pelembagaan pemenuhan hak anak. 

(2} Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal20 

Be.gie.n KeUma 
Bidang Pelembagaan Pemenuhan Rak Anak 

Susunan Organiaasi Bidang Pengembangan Data dan lnfonnasi Gender dan 
Anak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 19 

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; 

c. penyiapan perurnusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 
dan penyajian data dan informasi gender dan anak: 

d, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; 

c. penyiapan fasilitasi, sosiallsasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; 

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi gender dan anak; 

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
gender dan anak; 

h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e­ 
gou); dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
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Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), 
Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
menyelenggarakan fu.ngsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban 'kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan 
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, 

Pasal24 

{1) Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kckcrasan 
bertugas melaksanakan koordinasi. fasflitasi, bimbingan, monitoring. 
evaluasi dan mengendalikan program teknis layanan perlindungan 
perempuan dan anak korban kekerasan. 

(2) Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal23 

Bagian Keenam 
Bidang Layanan Perlindungan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan 

Susunan Organisasi Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan FungsionaJ 

Pasal 22 

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 
dan kegiatan budaya; 

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 
anak terkait hak sipil, infonnasi dan partistpasi, pengasuhan, keluarga dan 
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan 
kegiatan budaya; 

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 
pendidlkan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

g. penyiapan pelembagaan pemenuhan ha.k anak pada Jembaga pemerinrah, 
non pemerintah, dan dunia usaha; 

b. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningatan kualitas hidup anak; 

i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakaa 
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informaai dan partisipasi, 
pengasuban, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kcsejahteraan serta 
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikau oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
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di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberd.ayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, ell bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat dan kondisi khusus serta 
dad Lindak pidana perdagangan orang; 

g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kcbijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rurnah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi clan distribusi kebijakan di bidang 
pencegahan clan penanganan kekerasan tcrhadap perernpuan di dalarn 
rumab tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat clan 
kondisl khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perli.ndungan dan pernberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tlndak pidana perdagangan orang; 

k. penyiapan bahan pernberian bimbingan teknis dan superviai penerapan 
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan rerhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

I. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perernpuan korban 
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 
orang; 

rn. pernantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang pencegaha:n dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pldana perdagangan orang; 

n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

o. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
p. penyiapan forum koordinasi penyusuna.n kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 
q. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 

anak; 
r. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 
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(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala OP'TD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas : 
a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengao jumlah 

beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 

beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam 
kerja efekti.f per tahun; 

Pasal 26 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknls Daerah 

Susunan Organisasi Bidang Layanan Perlindungan Perernpuan dan Anak 
Korban Kekerasan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 23, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 25 

S- penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan khusus anak; 

t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan eupervisi penerapan 
kebijakan di bidang perliodungan khusus anak; 

u. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 
bidang perlindungan khusus anak; 

v. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analiais dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak: 

x, penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan 
dan anak; 

y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasl penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

z. penyiapan fasilitasi, sosialisasl dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analieis dan penyajia:n data dan informaei kekerasan terhadap 
perernpuan dan anak; 

aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan; 

cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 
anak yang rnemerlukan perlindungan khusus; 

dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan 

ee. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya, 
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(1) Setiap pimpinan satuan organisasl wajib rnengawasi bawahannya masing­ 
masing clan apabila terjadi penyimpangan agar rnengambil langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 31 

Dalam rnelaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan rugas masing­ 
masing. 

Pasal 30 

BABV 
TATAKERJA 

( 1) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 25, terdiri dari sejumlab 
Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
sub koorclinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya, 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dima.ksud pada ayat (3), membanru 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Pasal 29 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas bcrkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

Pasal 28 

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah 
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 
kctentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(4) Pembentukan UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. 
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Pasal 34 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kcpala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas, 
(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon llb atau Jabatan Pimp.inan Tinggi 

Prata ma. 
(5) Sekretaris merupakanjabatan eselon Illa atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakanjabatan eselon fITb atau Jabatan Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon lVa atau Jabatan Pengawas. 
(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pern herhentian dalam jabatan struktural 

di Iingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BABV1 PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN,KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DAI.AM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-mastng pejabat 
dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 33 

(1) Dalam ha! Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala 
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalarn hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 32 

(2) Setiap pirnpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan. kerja 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunj uk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib rnengikuti dan mematuhl 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyarnpaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pirnpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajfb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih Janjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(5) Dalam rnenyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional rnempunayi huhungan kerja. 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organ.isasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembcrian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala, 
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Pasal 37 

Peraturan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas clan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Roca Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 53). 

Pasal 36 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat mulal berlakunya Peraturan Walikota ini, UPTD tetap melaksanakan 
tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang Pernbentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT'D yang baru diundangkan. 

Pasal 35 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
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